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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTA=

NOMOR  12 TAHUN 1998

TEHTANG

RETRIBuSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTA=′
|■      ■

bahwa.dengan ditetapkannya peraturan Pemerintah Nomor
20  Tahun  ■997  tentang  Retribusi  Daerah   sebag。上
pelaksana  Undang―undang NomOr 18 Tahun 1997  tentang
Pa]ak  Daerah  dan Retribusi Daerah′   maka  ,oratuFan
Daerah tentang Retribusi Pasar perltt disesua■ kan,

bahwa untuk me■ aksanakan sebagaimana dimaksud huruf a
perlu mengatur retrュ bus■ Pasar yang ditetapkan dengan
peraturan Daeraね 。

Undang― undang  R.I.  Nomor  27  Tahun  1959   tentang
Penetapan  Undang―undang Nomor 3 Tahun li1953  tentang
Pembetukan DaeFah Tingkat II di‐ Kalimantan  (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nbmor 9)′  30bagai Undangttundang′  |

Undang― undang RoIo Nomor 5 Tahun 1974 tentang  Pokok“
pokok  pemerintahan Di Daerah (Lenbaran Negara  Tahun .
1974 NOmor 38′ Tamoahan Lembaran Negara Nomo1 3037)′

Undang― undang  R.Iら  Nomor 8 Tahun 198■  tentang  Kitab
Undang… undang  Hukum  Acara Pidana  (Lombaran  Negara
Tohun  1981 Nomor 76′ Tambahan Lombaran Negara  Nomor
3209)メ

Undang… undang   R.Io  Nomor  4  Tahun  1982   tentang
Ketentuan― ketentuan   Pokok  pengelo■ aan   Lingkungan
Hidup  (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3215)′

5. Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 1.ggT tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
L997 Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 lahun 1gB3 tentangpelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981(tembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 32581;

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun LggT tentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun !gg7 ltomoi
55, Tambahan Lembaran Negara l{omor 3692};

b.

2。

3.

4.

6.

7.



Peraturan Menteri Daram l{egeri l{omor 4 Tahun LggTtentang. penyidik pegawal Negeri sipf f ,rai -ii"I*"niin
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun 1993tentang Bentutr peraturan Daerah dan peratuiin---o.Eii[
Perubahan;

Keputusan Menteri Daram lyegeri Nomor 39 Tahun Lggztentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor 171 Tihun LggTt€ntang Pedoman pengesahan peraturan Daerah;

L2. Keputusan Menteri balam Negeri Nomor L74 Tahun ]:ggTteatang pedoman ?ata caia pemunEutan nelrrtusiDaerah;

8.

9.

10.

11.

13.

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun LggTtentang Tata cara pemeriksa dibidang neirruusi
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat rr KutaiI{omor 23 Tahun 1985 tentang penyidik Fegawai $d;;i
!ipi-l dilingkunEan Femerintah- nabupiten na5rifiTingkat II Kutai;

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

Menetapkan

MEMUTusKAN     ■
.      ‐
11 1       1        「

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  DAERAH  TINGKAT ‐ll  kuTAI
TENTANG RETRIBUSI PASAR.                 |    ‐

‐    ■

KETENTUAN UUUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i.ni, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adarah Kabupaten Daerah Tingkat rr Kutai;
b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IIKutai;

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II.Kutai′

Dinas  Pendapatan Daerah′  adalah Dinas Pondapatan Kabupaten  Daerah
Tingkat II Kutai′

Ｃ

　

　

ｄ

e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

　́

　

　

一

/~



h.

●
■

●
コ

k.

f.

g。

m。

n.

0.

Bendaharawan khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus penerimapada Kantor Kantor Dinas Pendapatan l(abupaten oaeiafr Tingkat IIKutai;

Pasar adalah tempat pertemuan.antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakai oteh pemeriniu[-ni".i;;-'
Pasar Daerah adalah pasar umum, pasar hewan pasar rkan yanEdikuasai oleh pemerintah Daerah;

tingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain dilingkungan Pasar yang berradius 306 m;

Kepala unit Pelaksana ?eknis (UPT) Pasar pada Dinas pendapatan,-:
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala UPT Pasar Daerah yang diberitugas tertentu dlbidang netiibusi sesuai aengan peraturan
Perundang-undangan yanqr berlaku;
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau d.iberikan olehPemerintah Daerah untuk tujuin kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi itau badan;

Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan padasetiappedagangyangmemanfaaikan.rasiritaspaSar;

Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisionaL/sederhana yang
lgrupa pelataran/los yang dikeloll Pemerintah Daerah, dan khususdisediakan untuk pedaganqr, ticlak termasuk yan; - dikelora oienPerusahaan Daerah (pD) pasar;

Bangunan-bangunan, adalah semua bangunan yang berada dalam pasaryang dipergunakan untuk keperluan penjualan;

Rumah Toko (Ruko), adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dantoko yang dibangun dilingkungan pasar;

Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudangyang di.bangun dilingkungan pasar;

Kios adalah sebuah bangunan tetap daram bentuk petak yang
berdinding keliling dan berpintu lang dipergunakan untul uerjuaiani
Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnyaterbuka dan tanpa dinding keLiling yang dipergunakan untut<berjualan;

1.

p.

q.

r.

s.

t. Pejabat/petugas Pasar Daerah adalah Pejabat/petugas dalamlingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk aiau ditugiskan oleh
Kepa1a Daerah;

u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutkan disingkat SKRDadalah Surat Keputusan yang menentukan besainya jumlah Retribusiyang terutang;



v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ,yang selanjutnyadisingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnyajumlah Retribusi yang terutang Jumlah irreait Retribusi, - jurnfan
kekurangan pembararan pokok Retribusi, besarnya sanksi adminiltrasidan jumLah yang masih harus dibayar;

w. surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yangselanjutnya disingkat SKRDKBT adalah -surat, Keputusan yurgmenentukan tambahan atas Jumlah Retribusi yang teIah,&itetapfanj
x. Surat Tagihan Retribusi daerah yang sel-anjutnya disingkat STRDadalah Surat untuk melakukan tagihin Retriiusi dan atau sanksiadministrasi berupa bunga dan atau denda.

.     BAB  II

NAm′  OBYEK DAN SUBYEK

Pasa1  2

DenEan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran Retribusi atas jasapelayanan Pasar

Pasal

obyek Retribusi adalah ??tlap pemanfaatan pasar ,l yang berupapeLataran/kios/los yang dieediakan oleh pemerintah Daerahl

Pasa1 4

' Subyek Retribusi adaLah orang Prtbadi atau Badan yang memanfaathanfasilitas paaar.

BAB  II=

GO■ONGAN R=TRIBUSI           I

Pasa■  5

Retribusi pagar termasuk golongan retribusi jasa umum. :



BAB  Iv

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN 
」ASA

PaSa1  6

1i::〉[laf:il:Iu::最lat:a;:sttet[llttS:e:::ara:liIせIs. erda,arkan  10kasi′

BAB  V

PRINSIP PENETAPAN′  STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

PaSa1  7

ρ

Prinsip penetapan Tarip Retribusi pasar
biaya perawatan, kebersihan dan keam;n;;,dan luas tempat usaha serta waktu.

adalah biaya admini_strasi,
biaya pembinaan, jenis usaha

Pasal

struktur besarnya Retribusi pasar ditetapkan sebagai berikut

URAIAN BESARNYA TARIF

A. Biaya Masuk

- Konstruksi Beton (permanen)
a. Ruko (RumahToko)
b. petak Tokc>
c. petak Kios Tertutup
d. Petak Kios perancangan
e. Petak Kios Terbuka

- Semi permanen
a. Petak Toko
b. Petak Kios Tertutup
c. Petak Kios perancangan
d. Petak Kios Terbuka

B. Sewa Petai< setiap M2 per-hari :

a. Konstruksi Beton (permanen) :L. R u k o
2 . Tcko, i(ios dan Kelontong
3. Rumah Makan
4. Perancangan dan penjual Daging5. Los dan penjual Ikan
6. Warungr dan Jasa
7. Pelataran

Rp. 3.500.00o′ ―
Rp. 2.500.00o′ ―
Rp. 2.000.00o′ ―
Rp. 1.500.000′ ―
Rp.   300.Ooo′ ―

Rp。  |.100・ 000′ ―
Rp.   500.OoO′ ―
Rp.   200.00o′ 一
Rp.   lo01000′ _

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

80′ 一

75′ ―

70′ ―

60′ ―

50′ ―

40′ ―

30′ ―



b. Sem■  Permanen  :
1. R u k O

:: I:鷲 :A 森:::n an Kelontottgan
!. Perancangan dan per:jua1
5. Los dan penjual ikan6. Warung dan Jasa7. Peiataran

Daging:

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

70′ ニ

60′ ―

50′ ―

45′ ―

40′ ―

30′ ―

25′ ―

C. Tempat Usaha DagranErlJualan danJasa,baik menggunakan bangunan
Pemerintah maupun bukan u[a,_,(iapangan terbuj<a ) yang diizinkanuntuk berjualan dikenakan retribusiirarinya sebagai berikut :

Ruko(RumahToko)
Toko, Kios , Rumah i,{akari, Los Warung
Perancangdn, Jasa, penjual lkan/Daging dan pelataran

c. Meja Sayur,Buah-buahan dan
sejenisnya, Rombong dilapangan
terl;ulca dan penjual Bakul-an
s ehar i -har i

ａ

Ｄヽ
Rp.
Rp.

Rp.

200′ ―
200′ ―

100′ ―

ρ

(1) uniuk merubah bentuk bangtunan, harus atas izin Kepala Daerah atauPejabat yang ditunjuk.
(2) Peniindah tangranan/mengalih namakan penyewa

mendapatkan izin terlebih dahulu dari neparayang ditunjuk.

Pasal

PasaI 10

Pasal  .11

petak pasar harus
Daerah atau pejabat

公

Apabiia didaram lvaktu 2 (ciua ) j am sesudah pasar dimulai, pemegangtidak rnemperElunakan tempatnya' (;era.in kios atiu- io" yang tertutup ) ,petugas pasar berhak memberikan tempit berjualan tersebut kepadapedagans lain yang belum dapat tempit'dan- bifi 1,;;; berhak menempatidatang, pedagang yang menempiti sem-entara harus pir"rdur, clari tempat itudan pemakai tempat tersebut diatas, ait"nut un aenqan tarlf harian yangber ial<u .

(1)
:]i:iaklil19 1::」 []u:]dah醤]Iinha::ム a:ま ]孟 :ia:°J:n31audi雪 ::im  吉:1:黒Perattlran Daerah ini′

Bagj_    pedagang    yang   tidak berj■ alan′     tetapi    masih
]:::晋曇]t普 ]1`1:11lg貫 ::[]:us. :[:::ar i3ga:g7::I:tus :::き :Fatu:]:ar

(2)



Pasal Lz

(1) setiap pembayaran retribusl diberikan karcis yang telahdiporporasl sebagai bukti pembayaran; 
,

(2) Bentuk, warna ukuran dan nilai nominal karcis serta tatacara

BAB VI
l

TATA CARA PBMUNGUTAI{

Pasal 13

(1) Retribusl-dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokunen laln yang..dipersamakan; ... , .. ,.r:

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalarn pagal g
Peraturan Daerah ini dieetor ke Kae Daerah.

BAB  VII

WILAYAI PEMUNGUTAN

Pasal  14

WiJ-ayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

′ヘ

BAB VIII

SANKSI ADMIT{IS?RASI L

Pasal 15
''

Dalam hal-waJib,retribusl ttdak membayar tepat vraktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga eebesar Z * (Auipersen) setiap bulan dari besarnya retribuei yang terutang yang tiaafatau. kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surit TagihanRetribusi Daerah.

′ ||



IX

?AfA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Kepala Daerah menentukan tanggal Jatuh tempo pembayaran danpenyetoran Retribusi yans teruiins iating ii*i-SO' -ati;;--puluh)
harl setelah saat terrriang;

(2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, srRD, surat Keputusan pembetulan, suratKeputusan keberatan dan putusan nandiirg til; minyebabkan jumlahretribusi yang harus dibayar beriambah, harus dilunasi dalamJangka waktu paling lama L ?satui-uuran sejak tanggar diterbitkanSurat tersebut diatas;
(3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan'persetujuan kepada wajib Retribuii untuk mengangsur atau menudapembavaran Retribusi densan dit<enakan u""iii--i[-- (e;;- p"i""r,tsetiap ,buLan, dengan citatan persyaratan yang ditentukanterpenuhi;

(4) Tata cara_ pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaranRetribusi diatur dengan reputusin Kepara oaeiah.

BAB  X

TATA CARA PENAGttHAN RETRIBUSI

PaSa1  17

( 1 ) Pengeluaran surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenissebagai awal tlndakan pslaksanaan penagihan netiilusi aiaetuirransegera setelah 7 (tujuh) hari sejak Jaiuh tempo pembayaran;

{2\ Dalam jangka waktu T {tujuh) hari eetelah tanggar euratteguran/peringatan/surat lain-yang sejenis, *,ijiU retribusl harusmelunasi retribusinya yang terutang;
(3) surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan olehPejabat yang ditunjuk

Pasal 18

Bentuk-bentuk fgrmulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihanRetribusi Daerah sebasaimana dimiksud pasal 1z-;t;C aii aiieiiprranoleh Kepala Daerah.



BAB XI

KEDATUWARSA

Pasal 19

(1) Penagihan- Retribusi, kedaLuwarsa setelah melampaui Jangka waktu 3(tiga) tahun.terhitung sejak saat-ierutangnya retribusi; kecuariapabila wajib rerribusi merakukan ri;d;[ --;ieil;-' aruii.rrgretribusi; &---:-

(2\ Redaluarsa penagihan retrlbusi sebagaimana dimaltsud ayat (1)Pasal ini tertangung apablla
a. Diterbitkan surat ?egoran dan gurat paksa atau;b' lda pengakuan utanE retrtbusi aari --waiib- retribusi baik

⌒

ヘ

 ヽ           |

:BAB  x==

TATA CARA PENGHAPUSAN PIuTANG
RETRIBUSI YANG XEDALUWARSA

(1)

(2)

PasaL Z0

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih ragi karena hakuntuk melakukan penagihan sudah kedaruwarsa dapat iihapus;
Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang RetribusiDaerah yang sudah kadalursa sebagaimana ainarsua-;t;I (ii --i;;;i
ini.

b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian
selain dari tempat yang telah disediakan untukmenjadi halnya;

c. Memasanq tenda atau mendirikan Bangunan-bangunan didalam pasar
Daerah, memasukkan sepeda-motor, sepeda, becal (kecuari petugis),
dan ternak (kecuali pasar hewan) kedalam pasar Daerah;

BAB XIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasa1  21

Bagi- pedagang yang berjuaran di pasar Daerah, dilarang :

a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau Jalan penghubung didalarnPasar Daerah;

segala kendaraan
itu atau yeng



〆
＼

d' Mengadakan kegiatan meminiamkan uang dengan bungan untuk maksudmenarik keuntunsan, baik yang aiiariurci.-- 
"i}, swiiia - *urrprnPemerlntah tanpa seijin Kepali Oieratr i

e' Mempergunakan tempat di dalam Pasar Daerah untuk tidur ataumenginap, tanpa seijin Kepala Daerah. ,

f. Minum-minuman keras atau main judi didalam pasar Daerah;
g' Memasukkan- atau mengeluarkan barang kedaram pasar Daerah tanpa

h' Merakukan suatu perbuatan didalam Pasar Daerah yang sifatnya dapatmenEganggu keteriban umum;

i' Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam pasar Daerah lebih dari1 (satu) ton, kecuali seijin fepaia-oaerah;
j' Memperqunakan sebagai - gudang atau tempat menimbun barang padatempat yang semestinya bukan untuk itu; 

.k' Memperdagangkan 
- Barang-barang didalam pasar Daerah yang mudahmenimbulhan kebakaran dan meledak serta dapat *"*uirrryakankeseLamatan umum bagi orang dan barang tanpa sei3Lin Kepala Daerah;

1' Menyalakan atau mempergunakan api didalam pasar daerah yang dapatmudah menimbulkan bahayi tcebakarin;

m' Berjualan diluar lokasi Pasar Daerah daLam jarak 300 (tiga ratus)meter dari batas pagar Pasar Daerah, kecuaii aitempit -penjualan
tetap yang telah mendapat ijin dari Kepal.a oaeratr;

n' Memakai tempat didalam Pasar meLebihi dari batas areal yang telahditetapkan;

o. Menempatkan barang dagangdn, kendaraan, binatang muatan/tunggangan,ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang uingun"n atau -barang
yang banyak memakai tempat sirta meiakukan-p"i"ijr"n 

"iru 
-usarra

pada waktu sebeLum pasar dibuka atau sesudah ias.r-ditutup kecualiada izin dari pejabat atau petugas pasar;

p. Masuk dalam pasar bagi penderita penyakit menurar yang dapatmembahayakan orang lain;
q. Menolak petunjuk Pejabat/Petugas Pasar Daerah demi ketertiban dankerapihan dalam pasar

BAB  XIV

PENGAWASAN

':
Kepa1a Daerah menunJuk PeJabat tertentu untuk melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini.

ヽ



|

BAB  XV

KETENTUAN PIDANA

Pasa1  23

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan
diancam pidana kurungan ser.ama-lamanya 6 (enam) bulan
sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi teruting.

Daerah ini,
atau denda

だ｀

/全

BAB  XV=

PEN‐ YIDIKAN

Pasa1  24

t1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diLingkungan pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik Tindak pidana
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang RetribusiDaerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 1ahun
1981 tentang Hukum Acara pidana;

12) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasaL iniadalah :

a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan at'au'laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang RetribusiDaerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan "mengenai orangpribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen Laln
berkanaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan
terhadap buktl tersebut;

f., Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitasoranq dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR  12 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUsI PASAR

I . PENJELASAN U},TUM.

bahwa dengan terlair ditetapl(annya unciang-unclang Nomor 1g
tahun 1998 t-entang Pa-iak Daerah dan Retribusi ll,aerah Jc. perat-uran
Pemerintah Nomor 20 Tahun L997 terrtang Retrrbusi Daerah, dimana
penjelasan Pasa.1 2 ayat (2 ) hr:::uf f menyatajran ', pel-ayanan pasar
adalah Fasilitas pasar lradisional / seclerirana yang berupa
pelataran / l.os yalig ciikelol-a Pemerintali Daer:ah, dan Kirusus
disediakan unLrtk peciagang, i.rciak termasuic yang ciikelora oleh
Perusahaan Daerah ( pD ) pasar.

sehubungan Retr ibus i pasar i:e rmasuk rialam
Jasa Umum, maka dipan<iang perir; adanya pengaturan
Retribusi pasar rersebut. sedangkaa tarif F.asar
oreh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TinEkat rr
Tahun 1.991 yang di 1andasi Undang_Undang Nomor
tentang Peraturan Umum Rotribusi Daerah.

j enis Retribu.si
kembali terhadap
sekarang diatur
Kutai Nomor 1

L2 Tahun 1957

Adapun Landasan hukum
Pemerintah Nomor 20 Tahun 7gg7
ayat (2) huruf f.

Retr ibus i pasar acla latr pe r atur an
tentanq Retribusi Daerah pasal z

Maksud dan tujuan pengaturan Rerribusi pasar adalah
rangka penerti.ban, pengawasan dan pengenclalian se):ta
kepentingan kemanfaatan umum serta dinikmati orang pribacii
badan.

dal am

untuk
atau

Dalam rangka Usaha penataan
kembali Retribusi pasar yanq diatur

pemungutan perlu rnenerapkan
dengan Peraturan Daerah.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PF.SAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 4

Pasal 5 sampai denqran pasal 7

Pasal 8 huruf Aa sampai dengan C

Pasal B huruf Ad

Pasal. I huruf A.e

Pasal I huruf B s/d huruf C

Pasal 9 "lO Pasal L2

Pasal- 13 s/d pasal 25

Cukup jelas.

Cukup je1as.

Cukup jelas.

yang oimaksud perancangan
a.<ialah kegiatari Usaha kecil
yang merr jual bermacam-macam
jonrs Brii"ang ( bakulan ), tanpa
mempunyai t enrpat Usaha tetap,
namiJn l<egiatarir:ya disekitar
Pasar sttempat

CukrrL: j+Ias.

rjui(up jelas.

Cukup .jeias.

Cukup je1as.


